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ABSTRAKSI
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IJIN TEMPAT HIBURAN
DI KOTA MEDAN KAITAN DENGAN PEMBANGUNAN
DAERAH
(Studi Di Dinas Parawisata Kota Medan)
OLEH:
RUBEN E.H.S
NPM. 12 840 0040
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Banyak hal yang terjadi disaat pengurusan perizinan usaha rekreasi di
kota Medan, diakibatkan karena adanya retribusi juga dapat diartikan sebagai
pungutan yang dilawan oleh pernerintah sebagai akibat adanya kontrak prestasi
yang diberikan oleh PEMDA atau pembayaran tersebut. Skripsi ini “TINJAUAN
YURIDIS PEMBERIAN IZIN TEMPAT HIBURAN DI KOTA MEDAN
KAITAN DENG PEMBANGUNAN DAERAH ¢ dan peranan hukumnya
berdasarkan pasa 15 keputusan Walikora Medan Nomar 16 Tahun 2003.

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah apa saja yang
menjadi latar belakang syarat -syarat untuk pengurusan perizinan usaharekreasi di
kota Medan. Dalam Penelitian ini Peneliti menggunakan metode normatif.

Penelitian keputusan dilakukan dengan pengumpulan bahan — bahan
pustaka yang ada, Literatur, Karya Ilmiah dan peraturan perundang - undang.
Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah / kabupaten / dan kota,
pemerintahan daerah harus menerbitkan peraturan daemh tentang katel.

Namun pada prakteknya, didalam melakukan tinjauan terhadap pemberian
izin tempat rekreasi d/écota medan. Disini diperlukan kerja sama yang baik antara
pengusaha dengan pemerintah untuk pengurusan surat izin usaha pariwisata.

Dengan syaren - syarat yang diberikan oleh pengusaha dapat memberikan izin
usaha kepada pengusaha

Kata Kunci : Pemberian Izin Tempat Hiburan
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BABI
PENDAHULUAN

Era reformasi yang telah terjadi membawa hikmah positif bagi daerah
selama ini dominasi pusat terhadap daerah itu kuat sehingga menimbulkan
ketimpangan perekonomian antar daerah, tuntutan daerah untuk mengarahkan
sistem sentralistik kepada sistem desentralisasi menuju otonomi daerah makin

kuat.

Sejak diberlakukannya era otonomi daerah pada Januari 2001, gema
otonomi daerah semakin gencar baik merupakan retorika elit politik maupun para
pelaksana daerah yang tidak sabar untuk melaksanakan kebijakan itu. Sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana
otonomi memberikan kebebasan pada pemerintahan kabupaten atau pemerintahan

kota untuk mengatur dirinya sendiri.

Otonomi memberi peluang bagi daerah untuk memberdayakan sumber
daya baik fisik ataupun non fisik yang ada diwilayahnya. Pembagian hasil
ekonomi yang tidak merata selama ini memicu tuntutan diberlakukannya otonomi
daerah terutama oleh daerah yang kaya akan sumber daya alam. Undang-undang
tersebut sekarang telah resmi berlaku, maka telah resmi pula berlangsung proses
pergeseran bandul pendelegasian dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan
kata lain desentralisasi lebih besar porsinya pada undang-undang tersebut

dibanding dengan undang-undang pendahulunya.
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Suatu tantangan tersendiri yang dihadapi oleh daerah. Sebelum adanya
reformasi pemerintah pusat terlalu dominan terhadap pemerintah daerah, sehingga
pemerintah pusat seringkali mematikan inisiatif dan prakarsa daerah yang 1ebih
mengetahui tentang kebutuhan daerahnya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan
adanya harapan dari pemerintah daerah untuk membangun daerah berdasarkan

kemampuan dan kehendak daerahnya sendiri sesuai dengan harapannya reforrnasi.

Undang-Undan No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo
Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, memberikan kekuasaan kepada
pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Melalui otonomi ini
diharapkan kabupaten dan kota akan lebih mandiri dalam menentukan
kegiatannya, Serta mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatanya
maupun dalam mengelola pembangunan didaerahnya masing-masing sesuai

dengan aspirasi masyakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.
12 Tahun 2008, kewenangan daerah menjadi lebih luas dalam mengatur
pemerintahanya sendiri, kecuali enam bidang tertentu yang tetap menjadi
kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahan, keamanan,
yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Pengembangan pada daerah
kabupaten maupun kota menurut undang-undang tersebut diselenggarakan dengan
memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran Serta masyarakat, pemerataan

dan keadilan Serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
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